
SALINAN

()

PROVINSI JAtrIA TTNGATI

PERATUMN BUPATT SRAGEN

NOMOR ,2 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PEMBEzuAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETzuBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SRAGEN,

Menimbang a. bahwa pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan
berdasarkarl. aTas kepatutan, kew4iaran dan rasionalitas
disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan,' serta karakteristik dan kondisi obyelrtif daerah akan
meningkatkan kinerja dan motivasi kegja pelaksana
pemungutan pajak dan retribusi daerah;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor
69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara pemberian Dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daeratr dan
Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur tata cara
pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturarr
Bupati tentang Tata cara Pemberian dan pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak daerah dan bangunan dan
retribusi daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19SO tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 4211;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pqiak
daerah dan retribusi daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SOag);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tarrtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a438);
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5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2071 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s23al;

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 246, Tarrtbahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2OOB Nomor 2,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun
2008 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2O11
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 10 Tahun 2OO8 tentang Pola Organisasi Pemerintah
Daerah Kabupaten Sragen (lembaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2OO8 Nomor l O,Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2OO8 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun
2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 20O8 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4
Tahun 2}ll tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 20ll
Nomor 4).
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Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2OO8 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2OO8 Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 5 Tahun 2O1l tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sragen (kmbaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2O11
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.

2. Bupati adalah Bupati Sragen.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Instansi pelaksana pemungutan adalah Perangkat Daerah
yang bertanggungiawab dan berwenang melaksanakan
pemungutan pajak dan retribusi daerah.

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sragen.

7. Pajak Daerah yang selajutnya disebut pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang temtang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
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9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau
retribusi, penetuan besarnya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi
kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

1O. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kine{a tertentu dalam pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah selain pajak bumi dan bangunan
perdesaan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan
retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan,
kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya
tanggung jawab kebutuhan serta karakteristik dan kondisi
objektif daerah

BAB III

INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1) Dinas Pendapataa, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah bertindak sebagai instansi pelaksana pemungutan
pajak daerah yang meliputi:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral bukan l,ogam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Bawah Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet.

(2) Perangkat Daerah pelaksana pemungutan retribusi
meliputi:

NO RETRIBUSI DAERAH
PELAKSANA

PEMUNGUTAN

Retribusi pelayanan
kesehatan pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah
La.boratorium Kesehatan
Daerah.

Dinas Kesehatan
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c Retribusi persampahan
dan kebersihan.
a. badan/ peror€rngan;

b. Rukun Tetangga dan
Rukun Warga;

c. Lingkungan pasar. Dinas Perdagangan

\) Pelayanan Permakaman Badan
Hidup

Lingkungan

4 Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika

5 Pelayanan Pasar Dinas Perdagangan

6 Pengujian
Bermotor

Kendaraan Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika

8 Pemeriksaan Alat
Pemadam Api Ringan

Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

9 Cetak Peta Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah

10. Penyedotan Kakus Badan
Hidup

Lingkungan

11. Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika

t2. Pemakaian Kekayaan
Daerah
a. pemakaian tanah

milik pemerintah
daerah diluar
pasar/terminal oleh
BPR/BKK atas usaha
lembaga keuangan
bank atau non ba-nk.

b. pemakaian tanah
milik pemerintah
daerah diluar pasar/
terminal untuk usaha
lainnya dan untuk
patneran/
pertunjukan, Sewa
Bangunan Milik
Pemerintah Daerah,
dan Pemakaian Jalan
Kabupaten.

c. pemakaian UPT LK
Technopark Ganesha
Sukowati termasuk
lingkungannya.

Badan Pembinaan
Usaha Milik Daerah

DPPKAD
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Hidup
DPPKAD

Parkir tepi jalan umum

Pengendalian Menara
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d. pemakaian Gedung
Serbaguna
Gelanggang KNPI,
Gedung Wanita
Karlini, Gedung Olah
Raga/GOR
Diponegoro, Stadion
Tamna, Sasono
Langen Putro (alun-
alun) termasuk
lingkungannya.

e. pemakaian alat berat
dan pemakaian tanah
pengairan milik
pemerintah daerah.

Badan
Hidup

Lingkungan

Dinas
Umum

Pekerjaan

13. Terminal

t4. Tempat parkir khusus Badan
Hidup

Lingkungan

15. Rumah potong hewan Dinas Peternakan
dan Perikanan

16. Tempat rekreasi dan
hiburan

17. Izin Gangguan Badan
Hidup

Lingkungan

18. Izin Trayek Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika

19. Izin
Bangunan

PekerjaanDinas
Umum

BAB TV

PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut
pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
proporsional dibayarkan kepada:

a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan
tanggung jawab masing masing;

b. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab
pengelolaaan keuangan daerah;

c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

6

Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika

Dinas Pariwisata,
Kebudayaan,
Pemuda dan Olah
Raga

Mendirikan



d. pihak lain yang membantu intansi pelaksana
pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana
dimalsud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan insentif
mengingat pemerintah daerah Kabupaten Sragen belum
memberlakukan ketentuan remunerasi.

BAB V

TARGET KINERJA

Pasal 6

Pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan
mendasarkan pencapain target kine{a rencana penerimaan
pajak daerah non pajak bumi dan bangunan / non pajak bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dan retribusi daerah
yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun berkenaan.

Pasal 7

(1) Target kinerja rencana penerimaan pajak daerah selain
pajak penerangan jalan yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam
triwulan sebagai berikut:

a. sampai dengan triwulan I sebesar 20% (dua puluh
persen);

b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh
persen);

c. sampai dengan triwulan III sebesar 70% (tujuh puluh
persen);

d. sampai dengan triwulan IV sebesar 10O%o (seratus
persen).

(2) Target kine{a penerimaan pajak penerangan jalan yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:

a. sampai dengan triwulan I sebesar 25o/o {d:ua puluh lima
persen);

b. sampai dengan triwulan II sebesar 5O% (lima puluh
persen);

c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen);

d. sampai dengan triwulan IV sebesar 1OO% (seratus
persen).
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(3) Target kinerja rencana penerimaan retribusi daerah yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:

a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas
persen);

b. sampai dengan triwulan II sebesar 4oolo (empat puluh
persen);

c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen);

d. sampai dengan triwulan IV sebesar 1O07o (seratus
persen).

BAB VI

TATA CARA PEMBEzuAN DAN PENETAPAN INSENTIF

Pasal 8

(1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5o/o (lima persen)
dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi
daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis
pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Pemberian insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat
daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah diatur sebagaimana tersebut pada L,ampiran Peraturan
Bupati ini.

Pasa-l 10

Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah bagi pejabat dan pegawai di lingkungan satuan kerja
perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah ditetapkan oleh kepala satuan kerja
perangkat daerah.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

(1) Penganggaran belanja insentif dilakukan oleh perangkat
daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun anggaran berkenaan.

8



(2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke
da-lam bclanja tidak langsung,'ang diuraikan bcrdasarkan
jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan
pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak dan
retribusi.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak daerah dan retribusi
daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau
tcrlampaui, pembayaran inscntif bclum dapat dilakukan pada
tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada
tahun alggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 13

Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak
dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat sisa lebih, maka harus disetorkan ke
kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 14

Pertanggungiawaban pemberian insentif sebagaimana
ciimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupatj ini, maka:

1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2OL2 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
khususnya Alokasi Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah;

2. Keputusan Bupali Sragen Nomor 974/lI5lOO2l20ll
tentang Penetapan Pemberian Insentif Pemungutan
Rctribusi Daerah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Peraturan Bupati
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

Pasal 16

ini mulai berlaku pada

2- t-20ls

SRAGEN,
! {

RAHMAN

o
Diundangkan di Sragen
Padatanggal 2- t- tDtT

DAERAH KABUPATEN SRAG'*, f,"
w
{).

*
etd
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B

KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR 
'-

Salinan sesuai dengan aslinya
Daerah

I dan kesra
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Hukum
Sragen
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR.3. TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
RETRIBUSI DAERAH

PEMANFAATAN
DAERAH DAN

1 Besaraninsentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana
pemungutan pqjak daerah selain Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan
Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunansebesar 5% dari
rencanapenerimaan Pajak Daerah setelah dijadikan 1OO% pembaglannya
diatur sebagai berikut:

1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelola
ke daerah
a) Bu ti Sr 13 Vo

b) Wakil Bu ti n 6 5 Vo

) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola
daerah

keuangan 6 5 Yo

) Instansi pemungutan:
a) DPPKAD 6 o/o

b) Sekretaris DPPKAD J o/o

c) Kepala Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
DPPKAD

5

d) Kepala Bidang-Kepala
pada DPPKAD

Bidang (4 Kepala Bidang)
10 o/o

e) Kasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bi Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah DPPKAD

4 o/o

f) Kasi Pengelola Retribusi Daerah Bidang Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah DPPKAD

o o/o

g) Kasi Pendapatan Lain-lain Bidang Pengeloia P4jak dan
Retribusi Daerah DPPKAD

2 5 o/o

h) Pejabat struktural eselon IV dan fungsional umum
DPPKAD.

40,5 o/o

JUMI,AH 100

o/o

o/o





o

2. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana
pemungutan PajaL Penerangaa Jalan sebesar s% dari rencana penerimaan
Pajak Daerah setelah dijadikan 100% pembagiannya dlsful sslagpi berikut:

1) Bupati dan Wakil Bupati 
"s6agai 

penanggung jawab pengelola
keuangan daerah

l3 o/o

b) rffakil Bupati sragen 7 o/o

) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola
Caerah

keuangan
7 o/o

) Instansi Pelal<sana Pemungutan:
a) Kepala DPPKAD

Sekretaris DPPKAD
c) Kepala Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

DPPKAD

6 5 o/o

3r5 o/o

5 o/o

d) Kepala Bidang-Kepala Bidang (4 Kepala Bidang)
DPPKAD t2 o/o

e) Kasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bi Pen ola Pa ak dan Retribusi Daerah DPPKAD o/o

0 Kasi Pengelola Retribusi Daerah Bidang Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah DPPKAD 2,5 o/o

g) Kasi Pendapatan Lain-lain Bidang Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah DPPKAD 2 5 o/o

h) Pejabat struktural eselon IV dan fungsional umum
DPPKAD. 37,5 o/o

JUMLAH 100 o/o

3. Besaran insentif bagi pejabat dar pegawai perangkat daerah pelaksana
pemungutan retrlbusi daerah sebesar 5% dari rencana penerimaan retribusi
daerah setelah dijadikan 100% pembagiannya diatur sebagai berikut:

No. Jabatan Besarnya Insentif
(persentase) Ket

1 Bupati 12 o/o (dua belas persen)
2 Vrakil Bupati 6 % (enam persen)

Sekretaris Daerah 5 % (lima persen)
4 Pejabat dan Pegawai

Perangkat Daerah Pelaksana
Pemungutan Retribusi
Daerah

77% (tuJuh puluh tujuh
persen)

I
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